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Transaks yang mengandung benturan kepentingan adalah suatu transaksi dimana kepentingan-kepentingan
ekonomis perusahaan berbenturan dengan kepentingan ekonomis pribadi direks atau komisaris atau juga
pemegang saham utama dari perusahaan tersebut. Dalam menjalankan kegiatan usahanya, suatu perusahaan
seringkali melakukan berbagai transaksi guna mencapai keuntungan yang maksimal. Adakalanya transaksi-
transaks yang dibuatnya tersebut dilakukan dengan pihak-pihak yang mempunyai kepentingan terhadap
perusahaan, namun di sisi lain pihak tersebut juga memiliki kepentingan pribadi atas berlangsungnya
transaksi-transaksi tersebut, misalnyatransaks yang dilakukan oleh perusahaan dengan direktur, atau
dengan komisaris, atau dengan pemegang saham utama perusahaan tersebut. Dalam hal demikian, maka
transaksi-transaksi yang dilakukan perusahaan dengan pihak-pihak: direktur, komisaris, pemegang saham
utama atau pihak terafiliasi lainnya, adalah suatu transaksi yang mengandung benturan kepentingan.
Benturan kepentingan disini adal ah terdapatnya perbedaan antara kepentingan ekonomis perusahaan dengan
kepentingan ekonomis pribadi pihak-pihak tersebut. Dalam hukum perusahaan dikena adanya beberapa
transaks yang karena sifatnya dapat menimbulkan benturan kepentingan, yang jika dikelompokkan dapat
terdiri dari 4 (empat) kelompok transaksi, yaitu: 1. Transaks self dealing; 2. Transaksi corporate
opportunity; 3. Transaks executive compensation; dan 4. Transaks dengan controlling stockholder.
Transaks yang demikian mungkin dilakukan atau difasilitasi oleh direksi berdasarkan kekuasaannya.
Dengan kekuasaannya direksi dapat mengambil keputusan untuk bertransaksi demi kepentingannya atau
kepentingan pihak lain, bukan demi perseroan. Hal yang demikian tentu saja melanggar prinsip fiduciary
duty yang melekat di pundak pengurus perseroan. Keterbukaan sangat diperlukan atas transaksi-transaksi
yang mungkin mengandung suatu conflict of interest. Suatu transaksi yang mengandung benturan
kepentingan dikaitkan dengan prinsip fiduciary duty yang melekat pada pundak direksi dan komisaris
perseroan go publik, maka Undang-Undang Pasar Moda mengharuskan adanya persetujuan mayoritas
pemegang saham independen. Jika transaksi tersebut dilakukan tanpa memenuhi persyaratan tersebut, maka
tindakan direksi dan komisaris dianggap sebagai tindakan yang melanggar prinsip fiduciary duty namun
juga merupakan tindakan di luar kewenangannya (ultra vires). Selanjutnya berkenaan dengan kewajiban
menyampai kan secara terbuka kepada publik dan keharusan memperoleh persetujuan mayoritas dari
pemegang saham independen atas setiap transaks yang mengandung benturan kepentingan merupakan

pel aksanaan prinsip keterbukaan dan penghormatan terhadap hak pemegang saham berdasarkan asas
kesetaraan. Dengan demikian pelanggaran terhadap ketentuan transaksi yang mengandung benturan
kepentingan tidak sgja menodail prinsip keterbukaan yang dijunjung tinggi di pasar modal, namun juga
menjauhkan terciptanya suatu pasar modal yang efisien. Pada prinsipnya hukum tidak melarang
dilakukannya transaksi yang menimbulkan benturan kepentingan tersebut. Akan tetapi hukum mengaturnya
sedemikian rupa sehingga diharapkan dengan pengaturan tersebut, sungguhpun terjadi transaksi yang
berbenturan kepentingan, kemungkinan kerugian terhadap pihak tertentu yang dapat menimbulkan
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ketidakadilan diharapkan dapat diredam. Bagi perusahaan go publik, BAPEPAM mensyaratkan kewajiban
untuk memperoleh persetujuan mayoritas dari pemegang saham independen atas setiap transaksi yang
mengandung benturan kepentingan sebagaimana diatur dalam Pasal 82 ayat (2) Undang-Undang Pasar
Modal dan Peraturan BAPEPAM Nomor I1X.E.1. Apabila suatu transaksi yang mengandung benturan
kepentingan dilakukan tanpa memenuhi persyaratan yang ditetapkan, maka tindakan direksi dan komisaris
dianggap sebagai tindakan di luar kewenangannya (ultra vires). Dengan demikian, tindakan direksi dan
komisaris bertentangan dengan Pasal 85 ayat (1) dan Pasal 98 Undang-Undang Perseroan Terbatas. Direksi
atau komisaris dapat dimintakan pertanggungjawabannya apabila terbukti telah menyebabkan terjadinya
suatu transaks yang mengandung benturan kepentingan yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Daam hal ini BAPEPAM selaku otoritas pasar modal berwenang mengenakan sanksi kepada pihak yang
menyebabkan terjadinya pelanggaran ketentuan mengenai transaks yang mengandung benturan
kepentingan, yaitu direksi dan komisaris tadi. Tindakan BAPEPAM yang meminta pertanggungjawaban
kepada perusahaan dan pengurus atas pelanggaran ketentuan mengenai transaksi yang mengandung benturan
kepentingan adalah mengacu kepada ketentuan Pasal 85 ayat (2) dan Pasal 98 ayat (2) Undang-Undang
Perseroan Terbatas dan juga ketentuan Pasal 102 ayat (1) Undang-Undang Pasar Modal. Dengan begitu
pengurus perseroan tidak dapat mengelak tanggung jawabnya dan mengalihkan tanggung jawab kepada
perseroan. Karena Undang-Undang Perseroan Terbatas memberikan kemungkinan untuk meminta
pertanggungjawaban dari pengurus perseroan atas kesalahan dan kelalaiannya dalam menjalankan
perseroan. Dengan dimungkinkannya direksi dan komisaris terkena sanks dalam Peraturan BAPEPAM
Nomor | .E.1 diharapkan pengelolaan perusahaan go publik menjadi bertambah baik. Dengan begitu pasar
modal menjadi tempat yang aman dan menarik bagi masyarakat untuk menanamkan uangnya. Kewenangan
BAPEPAM untuk mengenakan sanksi administratif terhadap setiap pelanggaran ketentuan mengenai
transaks yang mengandung benturan kepentingan tersebut tidak mengurangi hak BAPEPAM untuk
menerapkan ketentuan pidana apabila temyata ditemukan unsur-unsur pidana dalam suatu transaksi yang
mengandung benturan kepentingan, misalnya transaksi itu dilakukan dengan dilatarbelakangi adanya
penipuan, penggel apan atau korups yang dilakukan oleh pihak-pihak tertentu. Banyaknya pelanggaran-
pelanggaran yang terjadi terutama yang menyangkut transaks yang mengandung benturan kepentingan
menunjukkan bahwa peraturan yang ada belum sepenuhnya dapat melindungi pemegang saham minoritas
dari tindakan diskriminatif yang dilakukan pengurus perseroan (direktur dan komisaris) berkaitan dengan
perlakuan yang sama kepada seluruh pemegang saham, baik itu pemegang saham mayoritas maupun
pemegang saham minoritas.



